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PUTUSAN
Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.Pas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 23
November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota
Pasuruan, sebagai Pemohon, dalam hal ini dikuasakan kepada
Dr. ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd., dan ELSA ASSARI, S.H.,
M.H., Para Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di
“STIJAB, S.H., M.HUm & PARTNERS” di JI. Raya Ahmad
Yani No. 58 Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, dengan
domisili elektronik pada email : istijab.advokat@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pasuruan Register Nomor : 144/Kuasa/8/2024/PA.Pas, tanggal
29 Agustus 2024,

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Oktober 1981, umur 42,
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 29 Agustus 2024
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.Pas, tanggal 29

Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Islam
dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan pada hari
Rabu tanggal 19 Pebruari 2003 M yang bertepatan dengan tanggal 17
Dzulhijjah 1423 H dengan Akta Nikah No. XXX/XX/XX/XXXX.

2. Bahwa selama dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan suami istri sebagaimana dalam ajaran Islam dan
hidup rukun serta memilih tempat kediaman pemohon/orangtua pemohon di
Kota Pasuruan. Sehingga pada awalnya tercipta rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warohmah.

3. Bahwa selama perkawinan selama 21 (dua puluh satu) tahun berjalan ini
belum dikaruniahi anak.

4. Bahwa sejak tahun 2015, hubungan suami-istri mulai kurang harmonis, dan
sering terjadi petengkaran yang kadang-kadang tanpa penyebab, dan
pertengkatan yang seperti ini sangat sering terjadi. Setelah diusut-usut
ternyata : “Sering Charting” melalui WA dari Termohon, ditemukan sering
ada kata “Sayang” dengan seorang laki-laki. Dan pernah
“Dipergoki/Ketangkap Tangan” charting dengan kata-kata “sayang” dengan
seorang laki-laki yang nama dan alamatnya disimpan oleh Pemohon. Sudah
dikonfirmasi  terhadap Termohon, ternyata hanya membuahkan
pertengkaran mulut yang berkepanjangan.

5. Bahwa pada tahun 2018, Termohon keluar sendiri dari rumah Pemohon
tanpa ada sebab, “pisah rumah 6 (enam) tahun”, tanpa ada pertengkaran,
tahu-tahu Termohon telah meninggalkan hutang (tanpa sepengetahuan
Pemohon) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Hal ini akhirnya

menjadi tanggungjawab pemohon. Dipergunakan untuk apa hutang ini?
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Sedangkan belanja telah dicukupi oleh pemohon, sehingga ada kecurigaan
bahwa hutang tersebut untuk keperluan “pihak ke 3 tersebut di atas”.

7. Bahwa setelah keluar dari rumah pemohon di Kota Pasuruan. Alamat
dan domisili dari Termohon/TERMOHON, tidak diketahui dimana
alamatnya. . Sudah pernah dicari ke Rumah Orangtuanya (sudah 2
kali diklarifikasi) di Kabupaten Pasuruan. Selalu dikatakan oleh
saudara-saudaranya : "tidak ada disini”. Kata tetangganya, sudah
bersuami lagi dan pindah ke Jawa Tengah. Tanpa tahu pasti dimana
alamatnya.

8. Bahwa sebelum dia “tidak ada kabar sama sekali” setelah 6 (enam) tahun

berpisah rumah dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon pernah dicoba
untuk saling bertemu didamaikan, namun tetap berkeinginan untuk berpisah.
Upaya perdamaian antar keluarga, sudah dilakukan. Tetapi tidak ada
hasil, tetap keinginan bercarai semakin menguat. Sehingga cita-cita
perkawinan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah wa
rohmabh, tidak lagi terwujud seperti sedia kala. Jalan terakhirnya, melihat
keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak

sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan vang terbaik adalah

bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini
menurut ketentuan yang berlaku. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas,
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak,
memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon,

2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shughra Pemohon (Pemohon) terhadap

Termohon (Termohon).

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut

hukum.

SUBSIDER :
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Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan menangani kasus
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang

berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh
Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
surat panggilan (relaas) tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 30 September
2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disertai oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Pemohon, Majelis Hakim telah
memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Pemohon kepada Advokat, seperti
Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara
Sumpah Advokat. Selain itu, oleh karena gugatan a quo diajukan melalui
aplikasi e-court, Kuasa Pemohon juga telah melakukan pengaslian terhadap
dokumen permohonan Pemohon;

Bahwa terkait dengan Termohon yang kini sudah tidak diketahui
keberadaanya lagi sebagaimana tercantum pada identitas Termohon dalam
permohonan ini, Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor
XXXIXXXIXXX XXX XXIXXXX,  tanggal 7 Juni 2024, yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Lurah Kota Pasuruan, pada pokoknya menerangkan bahwa
Termohon dahulu tinggal/berkediaman di alamat tersebut, namun kemudian
pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediamannya tersebut dan tidak
diketahui lagi keberadaanya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NoOmor XxxXXXXXXXXXXXXX atas nama
Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 15 Mei 2018, yang bermeterai cukup
dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai
dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 19 Februari
2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa
Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos
(nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian
diparaf, dan diberi kode Bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili NOmor XXX.XX.X/XXX/XXX.XXX.XX/XXXX
atas Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Pasuruan, tanggal 7 Juni
2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa
dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi
tanda P.3;

B. Bukti Saksi

Saksi 1: saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
kakak kandung Pemohon, dan Termohon yang bernama Termohon benar
sebagai istri Pemohon;

— Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

— Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai

suami-istri secara rukun, dan belum dikaruniai anak;
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— Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian Termohon pergi
meninggalkan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah pulang atau
kembali lagi kepada Pemohon;

— Bahwa sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi ke
tempat tinggal Pemohon, sama sekali tidak bisa dihubungi oleh Pemohon,
serta tidak diketahui tempat tinggalnya, dan sama sekali tidak diketahui
kabarnya lagi;

— Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sampai dengan sekarang selama lebih dari 6 (enam) tahun
lamanya;

— Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha mencari
keberadaan Termohon namun tidak pernah berhasil menemukan
Termohon;

— Bahwa selama lebih dari 6 (enam) tahun berturut-turut Termohon
meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar;

— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk
bersabar dan menunggu Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan
lagi dengan perlakuan Termohon;

Saksi 2: saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah

tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
tetangga Pemohon, dan Termohon yang bernama Termohon benar sebagai
istri Pemohon;

— Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

— Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai
suami-istri secara rukun, dan belum dikaruniai anak;

— Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian Termohon pergi
meninggalkan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah pulang atau

kembali lagi kepada Pemohon;
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— Bahwa sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi ke
tempat tinggal Pemohon, sama sekali tidak bisa dihubungi oleh Pemohon,
serta tidak diketahui tempat tinggalnya, dan sama sekali tidak diketahui
kabarnya lagi;

— Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sampai dengan sekarang selama lebih dari 6 (enam) tahun
lamanya;

— Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha mencari
keberadaan Termohon namun tidak pernah berhasil menemukan
Termohon;

— Bahwa selama lebih dari 6 (enam) tahun berturut-turut Termohon
meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar;

— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk
bersabar dan menunggu Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan
lagi dengan perlakuan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada
tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang
perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara islam di
hadapan pejabat yang berwenang, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon
dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh
karena itu baik Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan

permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
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Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan
perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) berikut
penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi
wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah
diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Pasuruan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi
Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif
Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Pemohon, Majelis
Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Pemohon kepada
Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta
Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud
telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
demikian, Kuasa Pemohon telah memiliki legal standing untuk mewakili
Pemohon beracara di persidangan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon
dan Termohon dipanggil menghadap di depan sidang pada waktu yang telah
ditetapkan, dan ternyata Pemohon menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon tidak pernah hadir
menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang
sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah,

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman
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Termohon sesuai ketentuan Pasal Pasal 390 HIR juncto Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini
dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus
dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir
menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan,
namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan
nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian sesuai
ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan
Ghaib, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan
demikian, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga saat ini
tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29
Agustus 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya
Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon,
dengan alasan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka sejatinya
segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan
Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari
ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Termohon pun juga sejatinya telah
gugur sebagaimana pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Quran juz I
halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara

aquo, sebagai berikut:
A GV Al g8 o B DL S (e oSls o0 (10
Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya’
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Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara aquo
merupakan sengketa perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk
membuktikan peristiva perkawinan Pemohon dengan Termohon yang
dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Pemohon yang tetap harus
diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa permohonan
perceraian Pemohon berdasar dan beralasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 76 Ayat 1
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup dan
telah dicap pos (nhazegelen), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5
Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentutan pasal 1888
KUHPerdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan Surat Keterangan Domisili merupakan identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri, sehingga bukti P.1 dan P.3 telah membuktikan bahwa
Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan
akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai dengan ketentuan pasal
165 HIR juncto pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting
tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama lIslam dan
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama)
kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan juncto pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juncto
pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi  Kependudukan  sebagaimana telah  diubah  dengan
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Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan
bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan
orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus
didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak
dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan
ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147
HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan
ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan
mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta
saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara
keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling
berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR juncto
1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan
dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan
sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil
saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut
didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian
dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari
proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan
rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sabh;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai

suami-istri secara rukun, dan belum dikaruniai anak;
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3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian Termohon pergi
meninggalkan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah pulang atau
kembali lagi kepada Pemohon;

4. Bahwa sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi ke
tempat tinggal Pemohon, sama sekali tidak bisa dihubungi oleh Pemohon,
serta tidak diketahui tempat tinggalnya, dan sama sekali tidak diketahui
kabarnya lagi;

5. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sampai dengan sekarang selama lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;

6. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha mencari
keberadaan Termohon namun tidak pernah berhasil menemukan Termohon;

7. Bahwa selama lebih dari 6 (enam) tahun berturut-turut Termohon
meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk
bersabar dan menunggu Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan lagi

dengan perlakuan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut
di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar di antara
Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (broken marriage),
dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan
keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak
pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil
alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan:
“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat
hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini
Pemohon dan Termohon ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali

sebagaimana layaknya suami-istri, padahal upaya perdamaian dari pihak
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keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha
mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus
sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan
yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini
tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor
1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini juga sejalan dengan apa
yang telah termaktub dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt.

berfirman:

- L s .
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S5 L"g d]& d.}'jj 3.‘5_& r;é:\__‘; L'p::-_:q 'Lé;];l__ ll_-ﬂ':_%:“'”:*‘l l:-j_)'l iqé:e_:u_;_'l O l“én'] (_T}L‘- Al zaille cpsa

“‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan

rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru
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sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang
berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh
karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalag yang
diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara
ini yang menyatakan, ‘“Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam
penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan
yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus

dihindari, sesuai maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil
adalah perceraian sesuai yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, Firman Allah Surat Al Bagarah ayat 227 sebagai berikut;

ae foan ) G BB 15438 O
Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui,”
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon agar menceraikan ikatan perkawinan
antara Pemohon dan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;
Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini,
Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula
mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil
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secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, selain itu permohonan

Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka

sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan

permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah
bercerai sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan dan
selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Pasuruan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami
Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi,
S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H, M.H sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa

hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasaritha Randhitia Permata, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon " Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00
d. Redaksi : Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp 0,00
4. Panggilan Termohon : Rp 200.000,00
5. Sumpah : Rp 100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 100.000,00
7. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



